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DPR Mmta Landasan

JARARTA - PresidenJoko
Widodo (Jokowi) telah
memutuskan untuk
memindahkan Ibu Kota Negara
(AKN)dari Jakartake )
Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, sejauhinibelumada
landasan hukumyangdijadikan
acuandalam pemindahan IKN.
Anggota KomisiVDPR
NengEem Marhamah Zulfa
Hiz mengatakan, Kementerian
Pekerjaan Umumdan
Perumahan Rakyat (PUPR)
telah melakukanrapatkerja
(raker) dengan Komisi V. Salah

~ satunyamembahassoal

rencanapemindahan IKN.
“Salah saturencanastrategis
yangdilakukan Presiden Joko
Widododan KH Ma'ruf Amin
adalah pemindahanibukotake
daerah Kaltim. Inijugamenjadi
agendastrategislimatahunke
depan. Walaupun pemenntahan
hariinisudahmembuat
rancangandesaindanlainse-
bagainya, sayakirapertama

yang terpentingadalahlandasan

hukumnya,” tutur politikus PKB
ini, Jumat (15/11).
Olehkarenaitu, KomisiV

memintaagar UU terkait pemin-

dahanIKNinimenjadiagenda
prioritasdalam Program Legis-
lasi Nasional (Prolegnas) 2020.
“Karenaleadingsector dari
pemindahanTbuKotainiadalah
PUPRyangbermitradengan
KomisiV,makaharusdiperha-
tikanbenarlandasan hukumnya.
Kamitidakmaudalammen-
jalankantugaskonstitusional

" malah melakukan pelanggaran,’

Vyaif:u.dengan tidakadalandasan

hukurmnnya,” paparnya.

Eem mengatakan, sejauhini
mengenaipemindahanTKN
untukanggarannyabelum
dibahaspadatahunini. Pada-
hal, rencanatersebut sudah
harusdimulaipada2020.

“Ttusempatdibicarakan,
tapitidakmembahasang -
garan. Tapikalaisudah ada
payunghukumnya, kita pasti
bahasanggarannyakarenaitu
multiyears, jadiakandianggar-
kanberapayangkemudian di-
butuhkan, yang pastiakankita
putuskanbersama sesuai
dengankebutuhan,” urainya.

Eem mengatakan, Presiden
Jokowisudah menyampaikan
bahwaIKN yangbaruharus
bisalebihbagus melebihiapa
yangada didunia dengan

- kualitas standarinternasional

dan menjadiikon Indonesia.

“Sejauhinibelumada
pembahasan tentanganggar-
an,walaupunpemerintah
sudah mengkajikebutuhan
anggaranyangmencapai
Rp466 triliun, tapisecara
tekniskitabelum membahas
anggaran: -untuk pemindahan
IbuKota,” katanya.

Diketahui, pemindahan Ibu
KotadariJakartake Kaltim
sudah diputuskan Presiden
Jokowi. Sejumlah kementerian

" ditunjukuntuk melakukan

koordinasi.

Untuk tahap pemba-
ngunan, adatigakementerian
yang mendapatkan tugas
melakukan persiapan, yakni -

Kementerian PUPR, Kemen - -
terian AgrariadanTata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), dan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ba -
dan Perencanaan Pembangun-
an Nasional (PPN/Bappenas).
Bappenasbertugasuntuk
mengkaji hal-halpokok terkait
pemindahan, alasan pemin-
dahan, hinggalegalhukumnya.
Sementara ATR/BPN bertugas
untukmengamankanlahan
yang akan digunakan setelah -
nantinya ditentukan titik

. lokasinya: Dan Kementerian

PUPR bertugas mulai mem-
buat desain;membangunpra-
saranadasarnya,danlainnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono pernah
mengatakan, ada tiga tahapan
pemindahan IKN. Pertama,
2019 sampai 2020, pemerintah
membuat desain tentang
kawasan. Setelah kawasannya
ditunjuk RTBL-nya (Rencana
TataBangunandan Lingkung-
an), kemudian dibuatrencana
tatabangunan letak-letaknya.
Kedua, kata Basuki, yakni
membangun prasarana dasar-
nya. Mulaidarijalan, drainase,
hinggaairbersih. Bahkan,
pemerintahmenargetkan
pertengahan 2020 sudahbisa
dimulaigroundbreaking .
Setelahitu, barutahap
ketiganya, yaknipemindahan

~ yang diharapkanbisa dilaku-

kan padakufunwaktu 2023
atau 2024 secarabertahap.
@ abdulrochim
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